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ABSTRAK 

Praktik penguasaan ijazah pekerja oleh pengusaha masih kerap 

terjadi dalam hubungan kerja, meskipun secara normatif telah 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ijazah sebagai 

dokumen pribadi yang memiliki nilai personal tidak dapat 

dijadikan objek jaminan maupun dikuasai tanpa dasar hak 

yang sah. Namun, dalam praktik ketenagakerjaan, termasuk 

pada kasus di UD Sentosa Seal Surabaya, penguasaan ijazah 

pekerja tetap dilakukan dan dipertahankan bahkan setelah 

hubungan kerja berakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya 

diskrepansi antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) 

dengan realitas praktik di lapangan (das sein), yang berdampak 

langsung pada terlanggarnya hak subjektif pekerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang menyebabkan masih maraknya praktik penguasaan tanpa 

hak atas ijazah pekerja meskipun telah terdapat larangan 

normatif, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang 

dapat diberikan kepada pekerja yang dirugikan akibat praktik 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

sosio-legal dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh 

melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

undangan serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan 

instansi ketenagakerjaan, kuasa hukum, dan pihak-pihak 

terkait, serta penelusuran dokumen yang berkaitan dengan 

kasus penguasaan ijazah di UD Sentosa Seal Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penguasaan 

ijazah tanpa hak tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh 

lemahnya efektivitas penegakan hukum, rendahnya 

pengawasan ketenagakerjaan, ketimpangan posisi tawar antara 

pekerja dan pengusaha, serta budaya hukum yang permisif 

terhadap pelanggaran. Secara yuridis, penguasaan ijazah oleh 

pengusaha tidak dapat dibenarkan baik dalam sebagai hak 

retensi maupun bezit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai 

perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja 

selama ini lebih banyak ditempuh melalui mekanisme represif 
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non-perdata, namun belum sepenuhnya memulihkan kerugian 

yang dialami. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan 

pentingnya optimalisasi perlindungan hukum perdata melalui 

gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata sebagai sarana pemulihan hak pekerja. 

 

Kata Kunci: Penguasaan Tanpa Hak, Ijazah Pekerja, 

Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum. 
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ABSTRACT 

The practice of employers retaining workers’ educational 

certificates remains prevalent in employment relations, 

despite being normatively prohibited by statutory regulations, 

particularly Regional Regulation of East Java Province 

Number 8 of 2016 on the Implementation of Manpower. 

Educational certificates, as personal documents with inherent 

individual value, may not be used as collateral nor retained 

without a lawful basis. However, in employment practices, 

including the case of UD Sentosa Seal Surabaya, workers’ 

certificates continue to be retained by employers and even 

maintained after the termination of employment relationships. 

This condition reflects a discrepancy between the prevailing 

legal norms (das sollen) and the reality of practice in the field 

(das sein), which directly results in the violation of workers’ 

subjective rights. 

This research aims to analyze the factors contributing to 

the persistence of unlawful retention of workers’ educational 

certificates despite the existence of normative prohibitions, as 

well as to examine the forms of legal protection that can be 

afforded to workers who suffer losses as a result of such 

practices. The research employs a socio-legal method with an 

empirical juridical approach. Data were collected through 

library research on relevant laws and regulations, as well as 

field research in the form of interviews with manpower 

authorities, legal practitioners, and related parties, along with 

document review concerning cases of certificate retention at 

UD Sentosa Seal Surabaya. 

The findings indicate that the unlawful retention of 

workers’ educational certificates continues due to weak 

effectiveness of law enforcement, inadequate labor 

supervision, imbalance in bargaining positions between 

workers and employers, and a permissive legal culture toward 

violations. From a juridical perspective, the retention of 

educational certificates by employers cannot be justified either 

as a right of retention (recht van retentie) or under the concept 

of possession (bezit), and therefore may be classified as an 
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unlawful act. Legal protection for workers has thus far 

predominantly been pursued through non-civil repressive 

mechanisms, which have not fully restored the losses suffered 

by workers. Accordingly, this research emphasizes the 

importance of optimizing civil legal protection through claims 

for unlawful acts based on Article 1365 of the Indonesian Civil 

Code as a means of restoring workers’ rights. 

 

Keywords: Unlawful Retention, Workers’ Educational 

Certificates, Legal Protection, Unlawful Act. 
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MOTTO 

 

 

ْ اٰللِّْ وَعْدَْ انِْ  فَاصْبِرْْ
حَق    

“MakaْBersabarlah,ْSesungguhnya janji Allah itu 

benar” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak 

individu setiap warga negara.1 Hal tersebut telah 

ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.”2 Rumusan pasal ini mengandung 

kewajiban negara untuk menjamin tersedianya lapangan 

kerja sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi 

tenaga kerja agar memperoleh penghidupan yang layak.3 

Dengan demikian, penyelenggaraan hubungan kerja tidak 

boleh hanya berorientasi keuntungan usaha semata, tetapi 

 
1 Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi,ْdanْMarzuki,ْ“AkibatْHukumْ

Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum 

Ketenagakerjaan,”ْJurnalْIlmiahْMetadata,ْVol.ْ3:2ْ(2021),ْhlm.ْ415. 

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

Pasal 27 ayat (2). 

3 Kunde Tapy Gani, “Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan dalam Hal Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan 

(Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)” 

(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2020), hlm. 2. 
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juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak 

pekerja.4 

Dalam praktiknya, hubungan kerja lahir dari adanya 

perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Menurut 

Soedarjadi perjanjian kerja memuat hak serta kewajiban 

kedua belah pihak, seperti besaran gaji, kondisi kerja, 

maupun tanggung jawab masing-masing.5 Imam 

Soepomo juga menegaskan bahwa perjanjian kerja 

merupakan suatu perjanjian di mana buruh mengikatkan 

diri untuk bekerja dengan menerima upah, sedangkan 

majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan dengan 

kewajiban membayar upah dalam suatu kesepakatan.6 

Namun, dalam praktiknya, perjanjian kerja umumnya 

disusun dalam bentuk kontrak baku oleh pengusaha, yang 

menyebabkan peran pekerja menjadi lemah dan terbatas 

pada pilihan menerima atau menolak tanpa ruang 

negosiasi yang memadai.7 Dalam kondisi relasi yang tidak 

 
4 OntranْSumantriْRiyanto,ْ“PerspektifْHakْAsasiْManusiaْTerhadapْ

Penahanan Ijazah Asli dalam Perjanjian Kerjaْ olehْ Perusahaan,”ْ Jurisْ

Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, Vol. 2:1 

(2023), hlm. 65. 

5 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 16. 

6 Ibid. 

7 Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rini Irianti Sundary, 

"Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan 
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seimbang ini, muncul praktik-praktik yang rentan 

merugikan posisi pekerja, salah satunya adalah 

penguasaan ijazah asli oleh pengusaha dengan dalih 

sebagai jaminan loyalitas atau pengamanan risiko 

perusahaan. Praktik tersebut menimbulkan persoalan 

hukum serius, terutama ketika penguasaan ijazah 

dilakukan tanpa dasar hak yang sah dan tetap 

dipertahankan meskipun hubungan kerja telah berakhir. 

Berdasarkan Pasal 499 KUHPer, ijazah merupakan 

benda bergerak yang tidak berwujud yang mengandung 

nilai personal, ekonomis, dan yuridis bagi pemiliknya.8 

Hukum perdata menegaskan bahwa benda tidak berwujud 

yang bersifat personal memiliki karakter khusus, yakni 

hanya dapat dinikmati manfaat hukumnya oleh pemilik 

yang sah dan tidak dapat dijadikan objek jaminan secara 

sewenang-wenang.9 Dalam konteks ini, ijazah memiliki 

nilai personal, karena berkaitan langsung dengan identitas 

dan riwayat pendidikan seseorang; nilai ekonomis, karena 

menjadi prasyarat utama untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghasilan; serta nilai yuridis, karena berfungsi 

 
Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," Jurnal 

Wawasan Yuridika, Vol. 6:1 (2022), hlm. 1–3. 

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499.  

9 Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: 

Binacipta, 1994), hlm. 12-14. 
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sebagai alat pembuktian yang sah atas kualifikasi 

akademik pemiliknya di hadapan hukum dan administrasi 

negara.10  

Adapun terdapat pengaturan terhadap hak retensi 

dalam hukum perdata Indonesia tidak dapat dijadikan 

dasar pembenaran bagi pengusaha untuk menahan ijazah 

pekerja, karena hak tersebut hanya lahir apabila terdapat 

hubungan antara kewajiban yang ditagih dengan benda 

yang ditahan. Ijazah sebagai dokumen pendidikan 

bukanlah objek prestasi dalam hubungan kerja. Subekti 

secara tegas menyatakan bahwa hak retensi tidak bersifat 

umum dan tidak boleh diterapkan secara analogis di luar 

ketentuan undang-undang, sebab penahanan benda milik 

orang lain pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap 

hak milik yang hanya dapat dibenarkan jika undang-

undang secara eksplisit mengaturnya.11 Dalam 

KUHPerdata, pengaturan hak retensi tersebar secara 

limitatif dan kasuistis, antara lain dalam Pasal 575 ayat 

(2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 

1729, dan Pasal 1812 KUHPerdata yang menegaskan 

 
10  Ni Made Angelina Adnyakausalya dan Aditya Pramana Putra, 

“Penahananْ Ijazahْ olehْ Perusahaan:ْ Perspektifْ Perlindunganْ Hukumْ

terhadapْKaryawan,”ْKertha Wicara, Vol. 15:7 (2025), hlm. 385–386. 

11 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 

2001), hlm. 63–65. 
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bahwa penguasaan benda sebagai jaminan tidak dapat 

dilakukan tanpa dasar hak yang sah.12 Tidak satu pun 

ketentuan tersebut memberikan legitimasi bagi pengusaha 

untuk menahan ijazah pekerja sebagai jaminan 

pelaksanaan kewajiban kerja. Bahkan, doktrin dan kajian 

ilmiah menegaskan bahwa penguasaan ijazah oleh 

perusahaan justru merupakan bentuk penguasaan tanpa 

hak karena tidak memiliki dasar hubungan hukum yang 

langsung dengan objek yang ditahan, serta berpotensi 

melanggar hak subjektif pekerja. 

Selain ditinjau dari perspektif hak retensi, penguasaan 

ijazah oleh pengusaha juga dapat dianalisis melalui 

konsep bezit dalam hukum perdata. Pasal 529 

KUHPerdata menyatakan bahwa bezit merupakan 

keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda 

seolah-olah ia adalah pemiliknya, sehingga titik tekan 

konsep ini terletak pada penguasaan faktual, bukan pada 

keberadaan hak kepemilikan yang sah.13 Dalam doktrin 

hukum perdata, pihak yang melakukan penguasaan 

tersebut disebut bezitter, yaitu subjek hukum yang secara 

nyata mengendalikan suatu benda dalam kehidupannya 

 
12  Ni Made Angelina Adnyakausalya dan Aditya Pramana Putra, 

“PenahananْIjazahْolehْPerusahaan…,”ْhlm. 384–387. 

13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 529. 
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sehari-hari. Namun, keberadaan bezit tidak bersifat netral, 

karena hukum perdata membedakan secara tegas antara 

bezit yang dilandasi itikad baik (bezit te goeder trouw) dan 

bezit yang dilakukan dengan itikad buruk (bezit te kwader  

trouw).14 Bezit beritikad baik mensyaratkan adanya 

keyakinan yang patut bahwa penguasaan dilakukan 

berdasarkan hak, sedangkan bezit beritikad buruk terjadi 

apabila penguasa mengetahui atau setidaknya patut 

menduga bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya 

dan tidak ada dasar hukum yang membenarkan 

penguasaan tersebut sehingga menjadikan penguasaan 

ijazah oleh pengusaha berada di luar pola bezit yang 

lazim. Doktrin menegaskan bahwa penguasaan atas benda 

yang secara kodrati dan yuridis melekat pada kepribadian 

seseorang tidak dapat disamakan dengan penguasaan atas 

benda kebendaan biasa, karena sejak awal tidak pernah 

ada dasar hak yang dapat menimbulkan keyakinan 

kepemilikan bagi pihak penguasa.15 Oleh karena itu, 

ketika pengusaha secara sadar tetap menguasai ijazah 

pekerja—terlebih setelah hubungan kerja berakhir—

penguasaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bezit 

 
14 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet 

III (Bandung: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131 – 132. 

15 Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan…, hlm. 12–14. 
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yang tidak sah, karena tidak didasarkan pada hak, tidak 

dilindungi itikad baik, dan sejak awal diketahui tidak 

memiliki legitimasi hukum. Ijazah bukanlah objek 

perjanjian penjaminan, bukan pula objek gadai, dan tidak 

pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada pengusaha. 

Oleh karena itu, pengusaha dalam posisi ini dinilai 

menjadi bezitter beritikad buruk.  

Larangan terhadap praktik penguasaan ijazah 

ditegaskan secara normatif dalam Pasal 42 Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang secara 

eksplisit melarang pengusaha untuk menahan atau 

menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan 

hubungan kerja, termasuk ijazah.16 Ketentuan ini 

menunjukkan adanya kehendak pembentuk peraturan 

untuk memberikan perlindungan konkret terhadap hak 

pekerja atas dokumen pribadinya, sekaligus menegaskan 

bahwa praktik penguasaan ijazah adalah suatu larangan. 

Relevansi norma tersebut tercermin secara nyata dalam 

kasus UD Sentosa Seal Surabaya, yang menjadi 

perhatian publik setelah terungkap bahwa perusahaan 

tersebut diduga menahan puluhan ijazah milik 

 
16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 42. 
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karyawannya bahkan setelah hubungan kerja berakhir. 

Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara 

norma hukum yang melarang secara tegas penguasaan 

ijazah dengan praktik hubungan kerja di lapangan. 

Dengan demikian, kasus UD Sentosa Seal Surabaya 

menjadi contoh konkret bagaimana penguasaan ijazah 

pekerja dilakukan tanpa dasar hak yang sah, sehingga 

layak dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum 

perdata, terkait penguasaan tanpa hak tersebut. 

Adapun tindakan perusahaan yang menahan ijazah 

pekerja dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap 

peraturan normatif yang ada, sehingga pemberi kerja 

berpotensi dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Bab 

XVI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Di samping itu, dari sudut pandang 

hukum perdata, pekerja yang dirugikan akibat penahanan 

ijazah tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan 

perdata terhadap perusahaan. Gugatan tersebut dapat 

diarahkan tidak hanya untuk menuntut pengembalian 

ijazah, tetapi juga untuk memperoleh ganti rugi atas 

kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat 

terhambatnya akses pekerja terhadap kesempatan kerja 

dan penghidupan yang layak.  

Upaya hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 

KUHPerdata, yang mengatur bahwa setiap perbuatan 
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melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang 

lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian 

tersebut, sehingga penahanan ijazah tanpa hak dapat 

diposisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang 

melahirkan tanggung jawab perdata bagi perusahaan.17  

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan 

antara das sollen (ketentuan hukum) dan das sein (realitas 

praktik). Secara normatif, hukum telah memberikan 

perlindungan yang jelas, namun secara empiris 

pelanggaran tetap terjadi. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis bentuk perlindungan hukum yang 

seharusnya diberikan kepada pekerja. Dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian 

diharapkan memberikan gambaran komprehensif 

mengenai kesenjangan norma dan praktik sekaligus 

memberi kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum 

bagi tenaga kerja di Indonesia. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, 

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Diskrepansiْ Penguasaan Tanpa Hak atas 

Ijazah Pekerja diْUDْSentosaْSealْSurabaya.”  

 

 
17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapa praktik penguasaan ijazah sebagai jaminan 

kerja masih terjadi kendati terdapat larangan dalam 

peraturan di tingkat daerah? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja 

terhadap praktik penguasaan tanpa hak atas ijazah 

pekerja di UD. Sentosa Seal Surabaya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, 

maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi maraknya penguasaan 

ijazah sebagai jaminan kerja yang sejatinya telah 

dilarang dalam peraturan di tingkat daerah.  

2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi 

pekerja terhadap praktik penguasaan ijazah dalam 

perjanjian kerja lisan di UD. Sentosa Seal Surabaya. 

 Selain tujuan utama di atas, penyusun juga 

mengharapkan penelitian ini memiliki nilai guna, baik 

nilai guna secara teoritis maupun secara praktis sehingga 

penelitian ini dapat memberikan dampak yang signifikan 



11 
 

 
 

kedepannya. Adapun nilai guna penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih 

ilmu pengetahuan dan literatur bagi akademisi hukum 

dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait 

perlindungan hak-hak dari seluruh pihak yang terikat 

dalam lapangan kerja. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan 

kajian dalam membangun lapangan kerja yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, khususnya di wilayah 

Provinsi Jawa Timur. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah 

penelitian karena berisi kajian atas penelitian-penelitian 

sebelumnya yang membahas topik sejenis, baik berupa 

skripsi, tesis, maupun disertasi. Telaah ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu telah 

mengulas permasalahan yang serupa, sehingga penelitian 

yang dilakukan tidak sekadar mengulang atau menyalin 

karya yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, penyusun 

memaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan 

judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 
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Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Fadhil 

dengan judul “Ijazah Karyawan sebagai Jaminan dalam 

Hubungan Kerja di CV. Sumber Baru Niaga Yogyakarta 

(Tinjauan Yuridis dan Normatif).”18 Penelitian ini 

membahas praktik penguasaan ijazah sebagai jaminan 

kerja di sebuah perusahaan di Yogyakarta, dengan 

kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar 

hukum sehingga tidak melanggar hak pekerja. Perbedaan 

dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan 

pendekatan. Fadhil meneliti kasus di Yogyakarta dengan 

tinjauan normatif-yuridis, sedangkan penelitian penyusun 

berfokus pada kasus empiris penguasaan tanpa hak atas 

ijazah pekerja di Surabaya. 

Penelitian kedua adalah karya Kunde Tapy Gani 

dengan judul “Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Hal 

Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan.”19 Kajian 

ini menitikberatkan pada efektivitas peraturan daerah 

yang secara normatif telah melarang perusahaan menahan 

 
18 Ahmadْ Fadhilْ “Ijazahْ Karyawanْ sebagaiْ Jaminanْ dalamْ

HubunganْKerjaْdiْCV.ْSumberْBaruْNiagaْYogyakarta” (Tinjauan 

Yuridis dan Normatif) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018). 

19 Kunde Tapy Gani “Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan dalam Hal Penahanan Ijazah  
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ijazah pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun aturan tersebut sudah berlaku, praktik 

penahanan ijazah masih ditemukan karena lemahnya 

pengawasan.20 Perbedaan mendasar penelitian ini dengan 

penelitian penyusun terletak pada fokus kajian. Gani 

menelaah efektivitas norma hukum dalam tataran regulasi 

daerah, sementara penelitian penyusun lebih menyoroti 

konstruksi perlindungan hukum terhadap penguasaan 

tanpa hak atas ijazah dalam praktik ketenagakerjaan. 

Penelitian relevan pertama adalah karya Benedictus 

Satryo Wibowo, Achmad Busro, Anggita Doramia 

Lumbanraja yang berjudul “Legitimasi Penahanan 

Ijazah Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu.” Penelitian ini mengkaji praktik penahanan 

ijazah asli oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dengan 

menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak serta 

ketiadaan pengaturan yang tegas dalam peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun penahanan ijazah sering 

dibenarkan melalui kesepakatan kontraktual, praktik 

tersebut berpotensi merugikan pekerja karena 

 
20 Pekerja oleh Perusahaan (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)”ْ (Skripsi, Universitas Brawijaya, 

2020). 
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menempatkan pekerja pada posisi tawar yang lemah dan 

membatasi kebebasan untuk bekerja. Berbeda dengan 

penelitian tersebut, penelitian penyusun tidak hanya 

menelaah legitimasi normatif penahanan ijazah dalam 

perjanjian kerja, tetapi secara khusus mengkaji implikasi 

hukumnya ketika praktik penahanan ijazah menimbulkan 

kerugian dan berujung pada upaya hukum perdata melalui 

gugatan perbuatan melawan hukum, terutama setelah 

upaya hukum pidana ditempuh.21 

Penelitian relevan berikutnya adalah karya 

Ferdiansyah Putra dan Muhammad Dicky Putra Irsyam 

yangْ berjudulْ “Tinjauanْ Yuridisْ Penahananْ Ijazahْ

sebagaiْJaminanْdalamْHubunganْKerja.”ْPenelitianْ iniْ

menelaah fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan 

yang dijadikan sebagai jaminan terhadap pekerja dengan 

fokus pada kekosongan norma hukum yang mengatur 

secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa penahanan ijazah lebih 

banyak terjadi karena lemahnya posisi pekerja dalam 

hubungan kerja dan belum adanya pengaturan yang 

memberikan kepastian hukum. Berbeda dengan penelitian 

 
21 Benedictus Wibowo, Achmad Busro, dan Anggita Doramia 

Lumbanraja, "Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," Notarius, Vol. 14:2 (2021), hlm. 738–

746. 
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tersebut, penelitian penyusun tidak berhenti pada kritik 

normatif terhadap kekosongan hukum, melainkan 

mengembangkan analisis pada mekanisme perlindungan 

hukum represif melalui jalur perdata, dengan 

menempatkan gugatan perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai sarana 

utama pemulihan hak pekerja yang dirugikan akibat 

penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah.22 

Penelitian terakhir adalah karya Yusya Rugaya 

Salsabilah yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja 

terhadap Penahanan Ijazah Ditinjau melalui Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.”23 Kajian ini menekankan pentingnya 

perlindungan hukum bagi pekerja, dengan landasan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan 

ijazah dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan 

hak normatif pekerja. Perbedaan dengan penelitian 

penyusun terletak pada pendekatan yang digunakan. 

Penelitian Yusya sepenuhnya normatif, sementara 

penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis 

 
22 Ferdiansyah Putra dan Muhammad Dicky Putra Irsyam, "Tinjauan 

Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja," 

Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4:2 (2020), hlm. 34–41. 

23 YusyaْRugayaْSalsabilah,ْ“PerlindunganْHukumْPekerjaْTerhadapْ

Penahanan Ijazah Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentangْKetenagakerjaan”ْ(Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023). 
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empiris, sehingga tidak hanya menelaah aturan tertulis, 

tetapi juga menggali kenyataan di lapangan pada kasus 

konkret di Surabaya. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik merupakan salah satu bagian penting 

dalam sebuah penelitian hukum. Fungsinya adalah 

sebagai alat analisis yang membantu penyusun 

menemukan jawaban konseptual dari rumusan masalah 

yang diajukan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa 

keberadaan teori dalam penelitian hukum sangatlah 

penting karena dapat menjelaskan nilai-nilai yang 

terkandung dalam postulat hukum serta 

menghubungkannya dengan landasan teoritis yang lebih 

mendasar.24 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum pada hakikatnya berkaitan dengan 

sejauh mana suatu aturan hukum dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh masyarakat sebagai sasaran 

berlakunya aturan tersebut. Suatu peraturan hukum 

dapat dikatakan efektif apabila sebagian besar subjek 

hukum yang diatur menunjukkan tingkat kepatuhan 

terhadap ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila 

 
24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2000), hlm. 253–254. 
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aturan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya 

oleh masyarakat, maka efektivitas hukum tersebut 

patut dipertanyakan. Dengan demikian, ukuran utama 

efektivitas hukum terletak pada hubungan antara 

norma hukum yang berlaku dan realitas 

penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum 

dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, 

yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, 

faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum 

berkaitan dengan kualitas dan kejelasan norma yang 

diatur, sedangkan faktor penegak hukum 

menitikberatkan pada profesionalitas dan 

kewenangan aparat dalam menjalankan aturan. 

Faktor sarana berhubungan dengan ketersediaan 

fasilitas yang menunjang penegakan hukum. 

Selanjutnya, faktor masyarakat berkaitan dengan 

tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, 

sementara faktor kebudayaan mencerminkan nilai 

dan pola pikir yang mempengaruhi sikap masyarakat 

terhadap hukum itu sendiri.25 

 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), hlm. 8. 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang 

diberikan untuk memastikan hak dan kewajiban 

individu dalam memenuhi kepentingan pribadi serta 

dalam interaksi dengan orang lain. Konsep ini 

mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk 

mencapai keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian dalam masyarakat. 

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum 

bagi masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori: 

preventif dan represif. Perlindungan preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 

dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati 

dalam mengambil keputusan berdasarkan 

kebijaksanaan yang ada. Sementara itu, perlindungan 

represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang 

telah terjadi termasuk melalui proses di lembaga 

peradilan. 

Kemudian Sajipto Rahardjo juga menjelaskan 

bahwa perlindungan hukum juga melibatkan upaya 

untuk melindungi kepentingan individu dengan 

memberikan Hak Asasi Manusia yang 

memungkinkan mereka untuk bertindak demi 

kepentingan tersebut. Selain itu, Setiono juga 

menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah 
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tindakan yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini 

penting untuk menciptakan ketertiban dan 

ketenteraman sehingga individu dapat menikmati 

martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, 

perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan bagi 

individu untuk mendapatkan hak-hak mereka dan 

menjalankan kewajiban dengan adil dalam konteks 

sosial dan hukum. 

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum 

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan 

melawan hukum merupakan istilah teknis yuridis, 

yang maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah 

semata, melainkan harus ditafsirkan berdasarkan 

tujuan dan fungsi Pasal 1365 KUHPerdata sebagai 

dasar pertanggungjawaban perdata. Dalam literatur 

hukum perdata Indonesia, istilah onrechtmatige daad 

memang diterjemahkan dengan beragam istilah oleh 

para sarjana. Wirjono Prodjodikoro sendiri 

menggunakan istilah “perbuatanْmelanggarْhukum”, 

sementara Sudiman Kartohadiprodjo memilih istilah 

“tindakanْ melawanْ hukum”, dan Utrecht 

menggunakan frasa “perbuatanْ yangْ bertentanganْ

dengan asas-asas hukum.” Adapun M.A. Murni 



20 
 

 
 

Djojodirdjo tetap menggunakan istilah “perbuatanْ

melawanْ hukum”, sebagaimana yang kemudian 

paling luas diterima dalam praktik dan literatur 

hukum perdata Indonesia.26 

Penggunaan istilah “perbuatanْmelawanْhukum” 

dipandang memiliki kelebihan konseptual 

dibandingkan istilah lainnya, karena kata melawan 

mengandung makna yang lebih luas dan fleksibel. 

Istilah ini tidak hanya mencakup perbuatan yang 

bersifat aktif, yakni melakukan sesuatu yang dilarang 

oleh hukum, tetapi juga mencakup perbuatan yang 

bersifat pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan menurut hukum. Dengan 

demikian, istilah perbuatan melawan hukum secara 

konseptual telah mencakup keseluruhan spektrum 

perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

orang lain, baik melalui tindakan maupun melalui 

kelalaian.27 

 

 

 
26 Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum 

Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 

Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 

Wijayakusuma, Vol. 24:1 (2022), hlm. 14–22. 

27 Ibid.  
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan 

untuk menelaah suatu persoalan secara sistematis. Melalui 

metode ini, penyusun mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisis data secara objektif agar dapat menarik 

kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, metode 

penelitian disusun agar penelitian dapat berjalan terarah 

dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

sosio-legal. Penelitian ini tidak hanya menelaah 

norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji 

bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan 

berinteraksi dengan realitas sosial. Pendekatan ini 

dilakukan melalui studi terhadap peraturan 

perundang-undangan serta doktrin hukum, yang 

kemudian dipadukan dengan data lapangan melalui 

wawancara dan penelaahan dokumen relevan untuk 

memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik 

hukum di masyarakat. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah 

deskriptif-analitis, yang mana penyusun terlebih 

dahulu menguraikan mengenai konsep praktik 
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penguasaan ijazah pekerja tanpa hak.28 Selanjutnya, 

penelitian ini menautkan kajian konseptual tersebut 

dengan implementasi di lapangan, khususnya pada 

kasus yang terjadi di UD. Sentosa Seal Surabaya. 

Melalui cara ini, fakta-fakta dari praktik hukum yang 

nantinya dapat digambarkan secara sistematis untuk 

kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan 

pemahaman yang lebih utuh mengenai kesenjangan 

antara norma hukum dan praktik yang berlangsung. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang 

digunakan penyusun аdаlаhْ pendekаtаnْ yuridisْ

empiris.ْ Pendekаtаnْ yuridisْ empirisْ digunаkаnْ

sebаgаiْ tujuаnْ untukْ memperolehْ pengetаhuаnْ

faktualْ dengаnْ cаrаْ terjunْ lаngsungْ keْ objekْ

penelitiаn. 

4. Sumber Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan penyusun dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Sumberْdаtаْdаlаmْpenelitiаnْiniْdiperolehْdаriْ

studiْ lаpаngаnْsecаrаْ lаngsungْdiْkаntorْDinаsْ

 
28 Rifa’iْAbubakar,ْPengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Suka-Pres, 2021), hlm. 2. 
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Tenаgаْ Kerjаْ dаnْ Trаnsmigrаsiْ Provinsiْ Jаwаْ

Timur, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kota Surabaya dаnْ melaksanakan wawancara 

dan menggali informasi melalui keterangan dari 

kuasa hukum sekaligus korban penahanan ijazah 

di UD. Sentosa Seal Surabaya.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

study research dari berbagai sumber yang 

terverifikasi. Dokumen yang digunakan seperti 

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia, Peraturan Daerah, dan berbagai karya 

ilmiah yang mendukung penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari 

sumber-sumber yang memberikan penjelasan 

tambahan atau penunjang terhadap data primer 

dan sekunder. Sumber tersebut antara lain Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk 

memperoleh kejelasan istilah, serta kamus istilah 

hukum yang relevan. Selain itu, data tersier juga 

dapat digali dari bibliografi, indeks yang 

membantu peneliti menemukan rujukan-rujukan 

akademik yang sesuai dengan topik penelitian. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang memadai, 

penelitian ini menggabungkan beberapa metode yang 

terbagi atas: 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dalam bentuk 

wawancara merupakan salah satu bentuk 

komunikasi secara langsung antara penyusun 

dengan responden yang tersusun secara 

sistematis. Menurut Silalahi, wawancara adalah 

percakapan yang sistematis dan terorganisasi 

yang dilakukan oleh penyusun sebagai 

pewawancara dengan sejumlah orang sebagai 

responden atau yang diwawancarai untuk 

mendapatkan sejumlah informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.29 

Wawancara ini akan dilakukan dengan 

melibatkan kuasa hukum dari para korban 

penahanan ijazah di UD Sentosa Seal, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Tenaga 

 
29 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 

2012), hlm. 312. 
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Kerja Kota Surabaya sebagai narasumber 

penelitian. 

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan 

dengan cara mengamati secara langsung objek 

penelitian dengan menggunakan panca indra. 

Sugiyono menjelaskan observasi sebagai teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik 

wawancara. Kalau wawancara titik tekannya 

adalah berkomunikasi dengan orang, maka 

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

objek-objek alam lainnya.30 

c. Studi Kepustakaan 

Penelitian pustaka (library research) adalah 

kegiatan yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi penelitian 

melalui berbagai sumber referensi seperti buku, 

jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek 

permasalahan yang sedang diteliti. Studi Pustaka 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

menghubungkan, mengolah dan menyimpulkan 

 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 196–197. 
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suatu data untuk mencari analisis atas suatu 

permasalahan.31 

6. Analisis Data  

Analisis data yaitu proses mengelompokkan dan 

menyusun data ke dalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.32 Penelitian ini akan 

menggunakan teknik analisis-deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu dengan menjabarkan 

hasil dari penelitian setelah data didapatkan dan 

kemudian dianalisis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalamْpenelitianْyangْberjudulْ“Diskrepansi Penguasaan 

Tanpa Hak atas Ijazah Pekerja di UD. Sentosa Seal 

Surabaya.”ْSistematika pembahasan akan dibagi ke dalam 

beberapa bab sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang 

 
31 Milyaْ Sari,ْ “Penelitianْ Kepustakaanْ (Library Research) dalam 

PenelitianْSains,”ْJurnal Natural Science, Vol. 6:1 (2020), hlm. 44. 

32 Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi 

Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77. 
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menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang 

akan dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua berisikan pemaparan tentang penguasaan 

tanpa hak atas ijazah pekerja dalam perspektif hukum 

positif sebagai landasan teori yang digunakan untuk 

analisis terhadap penguasaan ijazah bagi pekerja sebagai 

jaminan kerja beserta paparan teori yang berkaitan dengan 

tema penelitian ini. 

Bab ketiga berisikan tentang objek penelitian dengan 

memaparkan gambaran umum tentang UD. Sentosa Seal 

Surabaya sekaligus duduk perkara penguasaan tanpa hak 

atas ijazah secara lebih spesifik berdasarkan informasi 

empiris yang faktual. 

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan 

pembahasan yang mencakup terkait analisis terhadap 

praktik penguasaan tanpa hak atas ijazah bagi pekerja di 

UD. Sentosa Seal Surabaya dalam segi faktor-faktor 

empiris terkait tetap terjadi pelanggaran padahal telah ada 

aturan normatif yang secara eksplisit melarang, kemudian 

dilanjutkan pembahasan terkait perlindungan hukum yang 

diberikan kepada pihak-pihak yang terikat di dalamnya 

guna mewujudkan dunia kerja yang ideal dan bermartabat. 

Bab kelima merupakan penutup yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas 

dan juga saran dan masukan atau rekomendasi yang sesuai 
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dengan kesimpulan dari topik pembahasan. Pada akhir 

bab ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-

lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan teori efektivitas hukum, ketidakefektifan 

larangan penahanan ijazah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor hukum masih lemah karena tidak seluruh 

ketentuan disertai sanksi tegas, sementara faktor penegak 

hukum dan sarana pendukung terkendala oleh 

pengawasan yang reaktif serta keterbatasan jumlah 

pengawas dan anggaran. Namun, faktor yang paling 

dominan adalah faktor masyarakat, terutama perilaku 

pengusaha dan lemahnya posisi tawar pekerja, yang 

diperkuat oleh budaya hukum yang permisif terhadap 

pelanggaran norma ketenagakerjaan.  

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, penelitian ini 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja 

terhadap praktik penguasaan ijazah tanpa hak pada 

prinsipnya telah tersedia, baik dalam bentuk perlindungan 

preventif maupun represif, namun belum terlaksana secara 

optimal. Perlindungan preventif diwujudkan melalui 

pengaturan normatif yang melarang penahanan ijazah, 

pembinaan dan sosialisasi ketenagakerjaan oleh instansi 

terkait, serta kewajiban pengawasan terhadap perusahaan 

agar hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan hukum.  
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B. Saran  

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum: 

Pemerintah perlu memperkuat pengaturan larangan 

penahanan ijazah pada tingkat nasional dengan 

disertai sanksi yang tegas dan mengikat. Selain itu, 

pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat melalui 

penambahan jumlah pengawas serta dukungan 

anggaran yang memadai agar pengawasan dapat 

berjalan lebih efektif. 

2. Bagi Pengusaha: Pengusaha diharapkan mematuhi 

ketentuan hukum ketenagakerjaan dan tidak 

menggunakan penahanan ijazah sebagai alat 

pengendalian pekerja. Kepentingan perusahaan 

seharusnya dijaga melalui perjanjian kerja yang sah, 

adil, dan transparan. 

3. Bagi Pekerja: Pekerja perlu meningkatkan kesadaran 

hukum dan berani menggunakan mekanisme hukum 

yang tersedia untuk melindungi hak-haknya agar 

terhindar dari praktik kerja yang merugikan. 

4. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik 

penahanan ijazah dari perspektif hukum pidana 

secara lebih mendalam. Pendekatan ini penting untuk 

menilai sejauh mana penahanan ijazah tidak hanya 
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merupakan pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi juga 

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
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